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Ruas Colomadu-Delanggu Disiapkan untuk Mudik

Proyek Tol
Solo-Kulonprogo
Rampung 2024

SOLO (KR) - Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono memastikan Jalan Tol Solo-
Yogyakarta-Kulonprogo rampung pada 2024.

a3

padatan lalu lintas saat
Lebaran 2023, sarana tam-
bahan, pengaturan, dan pe-
rilaku pengendara. Jalan

“Dari Solo ke Yogyakarta
pembebasan lahan 94 per-
sen. Pembebasan lahan
akan diselesaikan pada Tri-
wulan 1-2023. Proyek fisik-
nya sudah 49 persen, sehing-
ga tinggal 51 persen, Insya
Allah Desember selesai,”
katanya pada acara kun-
jungan kerja dan inspeksi
Jalan Tol Solo-Yogyakarta-
Kulonprogo di Colomadu,
Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah, Senin (27/2).

Menteri PUPR mengata-
kan, saat ini proyek terse-
but ditunggu masyarakat.
Apalagi selama ini trafik
kendaraan Solo-Yogyakar-
ta-Kulonprogo sudah cukup
padat. “Ada sekitar 20.000-
25.000 kendaraan perhari
yang lewat Solo-Yogyakar-
ta, jadi sudah crowded (pa-
dat),” katanya.

Basuki mengatakan, un-

tuk rute Solo-Yogyakarta
yang menjadi titik kepa-
datan tertinggi yakni di
Pertigaan Kartasura. “Yang
masih jadi frustrasi antara
Kartasura-Yogyakarta ya.
Jadi segera kami sele-
saikan supaya lebih lancar

lagi,” katanya.
Karena itu, Menteri
PUPR juga sedang menyi-

apkan ruas jalan tol sepan-
jang 3-6 kilometer di seki-
tar Colomadu, Karang-
anyar, sampai sebelum De-
langgu, Klaten sebagai ja-
lur alternatif pemudik pada
Hari Raya Idul Fitri 2023.
“Akan kami siapkan untuk
mudik sehingga bisa meng-
atasi kemacetan di Karta-
sura,” kata Basuki.

Waktu tempuh yang bisa
dihemat dengan menggu-
nakan jalan alternatif ini
akan bergantung pada ke-

D Analisis

Tol Karanganyar-Klaten
merupakan bagian dari
ruas Jalan Tol Solo-Yogya-
karta-Kulonpogo yang se-
dang dibangun Pemerintah.
Menurutnya, proyek ja-
lan tol tersebut merupakan
program super prioritas
karena mengakses segitiga
emas di Jawa Tengah dan
Yogyakarta. “Pengembang-
an kawasan Joglosemar
(Yogyakarta, Solo, Sema-
rang). Selain Yogyakarta-
Solo yang akan diselesai-
kan sekarang bersamaan
juga dimulai Bawen-Yogya-
karta. Dengan demikian,
nanti kawasan ini bisa me-
ningkatkan kegiatan eko-
nomi di regional Jawa Te-
ngah dan DIY,” katanya.
Dengan kemudahan ak-
ses tersebut diharapkan ju-
ga bisa mengoptimalkan
kedatangan turis melalui
* Bersambung hal 7 kol 1

KR-Antara/Prabanndaru Wahyuaji
BANJIR DI JAKARTA: Sejumlah warga melintasi genangan banjir di Rawa Buaya, Cengkareng,
Jakarta Barat, Senin (27/2/2023). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta men-
catat ada 82 RT di Jakarta yang tergenang banjir dengan ketinggian air berkisar 20-180 centimeter
akibat tingginya curah hujan hingga luapan Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Pesanggrahan.

TIMBULKAN PERSEPSI NEGATIF

Klub Moge Ditjen Pajak Dibubarkan

JAKARTA (KR) - Menteri Ke-
uangan (Menkeu) Sri Mulyani me-
minta BlastingRijder DJP, yakni
klub motor besar atau motor gede
(moge) Direktorat Jenderal Pajak
(Ditjen Pajak) Kementerian Keuang-
an (Kemenkeu) dibubarkan. Komu-
nitas ini menimbulkan persepsi ne-
gatif masyarakat dan menimbulkan
kecurigaan mengenai sumber keka-
yaan para pegawai DJP.

Permintaan tersebut disampaikan

seiring dengan maraknya berbagai
berita dan foto Direktur Jenderal
(Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang
sedang mengendarai moge bersama
komunitas pegawai pajak yang hobi
mengendarai motor besar.

Dalam akun instagram resminya,
seperti dikutip di Jakarta, Senin
(27/2) Sri Mulyani menyatakan, apa-
bila moge tersebut diperoleh dan di-
beli dengan uang halal dan gaji resmi
pun, mengendarai dan memamerkan

KEPATUHAN LHKPN TERGOLONG BAIK

300 Pejabat Pemda DIY Sudah Lapor Kekayaan

moge bagi pejabat atau pegawai pa-
jak dan Kemenkeu telah melanggar
asas kepatutan dan kepantasan pu-
blik. “Ini mencederai kepercayaan
masyarakat,” tuturnya.

Selain membubarkan klub moge
Ditjen Pajak, Menkeu turut meminta
Dirjen Pajak untuk menjelaskan dan
menyampaikan kepada masyarakat
atau publik mengenai jumlah harta
kekayaan dan sumbernya,

* Bersambung hal 7 kol 1

Harta Fantastis
- Dr Wing Wahyu Winarno

\
s 'f'ff@:‘“*&'
i
) B O ?’

NEGERI kita lagi-lagi dibuat heboh, oleh seorang remaja
anak seorang pejabat Ditjen Pajak yang menganiaya dengan
sangat sadis seorang remaja anak Pengurus Pusat GP Ansor.
Dari situ warganet lalu membuka tabir orang tua pelaku, yang
ternyata hartanya sangat fantastis, Rp 56 miliar lebih. Kalau di-
nalar, tidak mungkin pegawai eselon 2 bisa mengumpulkan
harta sebanyak itu (belum lagi yang tidak dilaporkan). Bahkan
juga terungkap, ada pajak yang tidak dibayar.

Sebenamya masyarakat sudah sering melihat, seorang peja-
bat negara yang posisinya tidak tinggi-tinggi amat, tetapi har-
tanya melebihi kewajaran. Dihitung-hitung kalau gajinya dua kali
lipat dari gajinya dia sekarang, ditabung semua sampai pensiun,
tidak mungkin terkumpul sebanyak itu. Tapi kok bisa ya?

Namun si pejabat tadi bisa mengatakan: apakah kami tidak
boleh kaya dan mempunyai harta berlebih? Oh, tentu boleh
saja, semua orang tentu boleh mencari harta sebanyak-ba-
nyaknya, asal saja tidak menyalahi berbagai aturan yang ada.

* Bersambung hal 7 kol 1
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Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

PERINTANGAN PERKARA BRIGADIR J

Hendra Divonis 3 Tahun Penjara

KR-Antara/aIih Pradipta
Hendra Kurniawan mengikuti sidang pembacaan
vonis di PN Jakarta Selatan.

JAKARTA (KR) - Terdakwa perintangan penyidikan
kasus pembunuhan Brigadir J (obstruction of justice)
Hendra Kurniawan, divonis hukuman penjara selama
tiga tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan. Hakim menyatakan bahwa Hendra
Kurniawan tidak terbukti bersalah melakukan dak-
waan pertama primer, yakni melanggar Pasal 49 juncto
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ten-
tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

* Bersambung hal 7 kol 1

YOGYA (KR) - Kepala Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) DIY
Amin Purwani mengungkapkan,
hingga akhir Februari 2023 ini ter-
catat lebih dari 300 pejabat Pemda
DIY telah menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN). Sedangkan
jumlah wajib lapor LHKPN di ling-
kungan Pemda DIY sebanyak 676
pejabat termasuk kepala daerah.
Sebagai pejabat struktural, mem-
punyai kewajiban untuk mengisi
LHKPN. Hal itu sesuai ketentuan
Pasal 2 Peraturan Gubernur DIY

Nomor 4 tahun 2018 tentang Pe-
nyampaian LHKPN di lingkungan
Pemda DIY.

“Saat ini yang sudah lapor
LHKPN ada 55,47 persen. Adapun
batas akhir pelaporan tanggal 31
Maret 2023,” ujar Amin Purwani
di Yogyakarta, Senin (27/2).

Menurutnya, pelaporan LHKPN
bertujuan mewujudkan komitmen
penyelenggara negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme di lingkungan Pemerin-
tah  Daerah. “Penyampaian
LHKPN selama penyelenggara

menjabat dilakukan secara peri-
odik satu tahun sekali atas harta
kekayaan yang diperoleh sejak 1
Januari sampai 31 Desember,”
ungkapnya.

Sekda DIY K Baskara Aji me-
nyampaikan, seorang Aparatur
Sipil Negara (ASN) wajib mem-
berikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dengan adanya laporan tersebut
diharapkan selain dapat menjaga
integritas diri juga akan memben-
tuk ASN yang transparan dan
akuntabel. Pejabat Pemda DIY

yang masuk dalam wajib lapor
LHKPN diminta untuk segera
melaporkan harta dan kekayaan-
nya kepada Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), mengingat
batas akhir pelaporan LHKPN
akhir Maret 2023 mendatang.
“Kami minta semua pegawai di
lingkungan Pemda DIY yang me-
miliki kewajiban mengisi LHKPN
untuk mengisi sesuai tenggat wak-
tu yang ditentukan (sebelum 31
Maret 2023). Apalagi proses pela-
porannya kalau sudah
* Bersambung hal 7 kol 5

DKPP PERIKSA KETUA KPU RI

POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA LUAR BIASA

Indonesia Bisa Menjadi Penyumbang Terbesar

YOGYA (KR) - Potensi
perikanan budidaya yang
dimiliki Indonesia sangat
luar biasa besar. Jika hal itu
dioptimalkan, bukan mus-
tahil Indonesia bisa menjadi
penyumbang terbesar dunia
untuk perikanan budidaya
di masa yang akan datang.

Demikian dikatakan
Menteri Kelautan dan Pe-
rikanan Sakti Wahyu |
Trenggono kepada warta-
wan di sela pembukaan Ra-
pat Kerja Teknis Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2023

di Hotel Alana Yogyakarta, Senin (27/2).
Trenggono mencontohkan negara Nor-

wegia yang mempunyai produk ikan sal-

mon yang terkenal dan mendunia dengan

nilai yang begitu besar. Indonesia sendiri
mempunyai produk ikan tilapia yang
pasarnya juga tidak kalah besar di dunia.

“Tahun 2023 ini pasar untuk ikan tilapia

—

PROMO SCALLING

pakai masker
lebih sehat
dan aman

Di tempat umum,

PROMO TAHUN BARU 2023

PROMO TAMBAL GIGI KOMPOSIT

ILUSTRASI JOS

KR-Devid Permana

Sakti Wahyu Trenggono

diprediksi sampai 14 miliar
USD dan tahun 2033 di-
prediksi mencapai 21 miliar
USD, ini angka yang sangat
besar. Kalau Indonesia bisa
10 persen saja punya kon-
tribusi, itu sudah sangat lu-
ar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan
Trenggono, Indonesia me-
miliki banyak sekali komod-
itas di sektor perikanan bu-
didaya yang bisa dikem-
bangkan. Maka kebijakan
pengembangan budidaya

dilakukan berbasis komoditas orientasi
ekspor berdasarkan analisis pangsa pasar,
yaitu udang, lobster, kepiting, rumput laut
dan tilapia.

“Kalau kita bisa fokus dan konsisten un-

Sumber: Satuan Tug. g

tuk lima komoditas tersebut (udang, lob-
ster, kepiting, rumput laut dan tilapia),
maka 5 sampai 10 tahun ke depan

* Bersambung hal 7 kol 1
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DATA KASUS COVID-19  Senin, 27 Februari 2023

1. Nasional:
- Pasien positif  : 6.735.780 (+152)
: 6.571.457 (+270)

- Pasien meninggal : 160.911 (+3)

- Pasien sembuh

| - Pasien sembuh
- Pasien meninggal :

Covid-19

Sidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA (KR) - De-
wan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP)
tetap memeriksa Ketua
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) RI Hasyim Asy’ari
sebagai pihak teradu da-
lam persidangan terkait
dugaan pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu
(KEEP). Laporan dugaan
pelanggaran itu sendiri te-
lah dicabut oleh pengadu.

“Sebagaimana diatur da-
lam Pasal 19 Peraturan
DKPP No 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Bera-
cara, (terkait) kode etik
penyelenggara pemilu da-
lam hal pengaduan dan/-
atau laporan telah dicatat
dalam berita acara, veri-
fikasi material dicabut
oleh pengadu atau pelapor,

iy (..

2. DIY:

- Pasien positif  : 230.274 (+2)
1 224.114 (+6)
6.077 (+0)

(Riallra)

Tugas F

DKPP tidak terikat de-
ngan pencabutan dan pe-
ngaduan laporan,” ujar Ke-
tua DKPP Heddy Lugito
dalam persidangan di
Ruang Sidang DKPP, Ja-
karta, Senin (27/2).
Berdasarkan ketentuan
tersebut, lanjut Heddy,
perkara dugaan pelang-
garan KEPP yang dia-
dukan Direktur Eksekutif
Progressive  Democracy
Watch (Prodewa) Muham-
mad Fauzan Irvan berke-
naan dengan pernyataan
Hasyim mengenai ke-
mungkinan sistem pemilu
* Bersambung hal 7 kol 5

SUNGGUH
SUNGGUH

TERJADI

e MINGGU 26 Februari
2023 teman kerja bermak-
sud datang ke rumah saya.
Karena belum tahu persis
rumah saya, ia bertanya di
pinggir kampung, namun
tidak ada yang kenal saya.
Tentu saja tidak ada yang
kenal saya, karena yang di-
tanya anak-anak kecil yang
sedang bermain. Arie Su-
silo, Rendeng Kulon Tim-
bulharjo, Sewon Bantul)-d



